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BUPATEN BANGGAI
NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

PELAYANAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGA]

unya Undang — undang Nomor 22 Tahun
19989 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sehagai Dacrah Otonom maka telah
ditetapkan bidang dan  bagian Kewenangan Pemerintah,
Kewenangan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota ;

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 telah ditetapkan kewenangan dibidang Pelayanan Pos dan
telekomunikasi  yang merupakan salah satu kewenangan

yang telah diserghkan pengaturannya  kepada Pemerintah
Kabupaten -

. bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b ¢ atas

perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Undang - undang Nomar 29 Tanun 1959 tentang Pembentukan

Daeraih — deerah Tingkat 1l di Sulawesi ( Lembaran Negara

Tahun 1932 Nemor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1822 ).

. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Ozerah ( Lembdran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Kelangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848 ) :

- Undang ~ undang Nemor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan

Alas LUndang - undang Nomor 51 Tahun 1299 tfémsgg
Pembentukan  Kabupaten Buo!, Kabupaten Morowall 2000
Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Tahun
Naoror 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966 ) |
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Undang - undang Nomer 34 Tapun 2000 tentang Perubahan

Atas Undang-und—m N — .
~13-Undang “wr 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retri g 73

il busi Daerah ( Lembaran Negara Tahur 2000
omor 246, Tambahan Let..;aran Negara Nomor 4048 ) ;

(87

Peraturan Femerintah
Ke\'\/enaman Pemerint
Daerah Otonom ( Len
Tamb. .-y Lembar

Momor 25 Tahun 2000 tentang
~h dan Kewenangan Provinsi sebagai
Waran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
an Neaara Nomor 3952 i
f. Perateran Cemeriniai Nomor 88 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daeral ( Lembaran Nega: = Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
l.embaran Negara Nomor 4139 )

8. Peraturan Daei: i Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2600

tentang Kewenangan Kabupaten Banggai ( Lembaran Daerah
Nomor 35 Seri D Nomor 13).

Liangan Pars ‘litan
DEWAN WAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGA|

MENMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGA| TENTANG

RETRIBUSI JASA PELAYANAN POS DAN
TELEKOMUNIKASI

mam e
DAPENS I

AETENTUAN LMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dencan -

1.
2

b

o o

Daerah adalah Kabupzizn Banggai.

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati hesera Perangkat Daerah Otonom
lainnya sebagai Badan Eksekutif Dacrah.

Bupati adalah Bupati Zanggai. :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disebut DPRD ac_jalah
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif
Daerzh.

Dinas Perhubungan adalalh Dinas Perhulungan Kabupaten Banggai.
Perhubungan adalah perhuburigan darat, perhubungan laut dan perhubungan
udara serta pos dan telekomunikasi.

Wajib RetriFt)Jusi adalah orang pribadi atau badan yang menuruf Peraturan
Perundang — undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Dipindai dengan CamScanner
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Masa Retribusi adalan

o Jangka :
8. wajib retribusi untuk memagfaa;’l‘(’:r';t?a;:rtentu yang merupakan batas waktu bagi
g Surat Pendaftaran Opjey Retribusi Do ngan.

dORD, adalah sur - a€rah yang selanjutnya dapat disingkat
cSiaF;a objek Retribus?tdaanng d'Q}Jnakan oleh Wajih Retrijbus?/ untulf melaporkan
pembayaran retribusi yanq tena“b Retribusi sebagai- dasar perhitungan dan
Daerah. Uang menuruyt Perundang - undangan Retribusi
etetapan ibusi

o SS;:I K};putuspan ysr%rﬁzs' Dagrah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah

11. Surat Ketetapan Retribug?egguekra?] besarnya jumiah Retribusi yang terutang.

" disingkat SKRDKBT adalgh Surzt Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya

jumlah Retribusi yang te|gn ditetapk};re].p Flusan yang menentukan tambahan stas

12. gﬁ% L}éetet:gslr;hRestribusi Daerah [epin Bayar yang selanjutnya disingkat
’ uret keputusan yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi kareng Jumlah kredit retribusi [eb; i tribusi
yang terutang atau tidak Seharusnya terutanr; ribusi lebih besar daripada retribu

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat

untuk melakukan tagihan retripyg; dan atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda.

14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Ke S
SKRDKBT, SKRDLB atay terhada

ketiga yang diajukan oleh Waijib Retribusi

E2hm I
el Y s

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Dengan nama Retribusi Jasa Prlayanen Pe: can telekomunikasi dipungut retribusi
Jasa usaha.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap usaha dan atru kegiatan pelayanan jasa pelayanan
Telekomunikasi.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dan atau
€giatan dibidang Pos dan Telekomunikasi.

Dipindai dengan CamScanner
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s BAB ||
OLONGAN RETRIBUS|

Pasal 5

Retribusi Jasa pelayanan pog d

Jasa Usaha. an Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pos d ikasi dihi
Klasifikasi, jenis, dan waky penggunaagjasaén telekomunikasi dihitung berdasarkan

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
MENETAPIKAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran aalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan
yang pantas diterima oleh pengusaha swasla sejenis yang beroperasi secara efisien

dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- Pasal 8

(1) Struktur tarif Retribusi Jasa Pos dan Telekomunikasi digolongkan berdasarkan

jeni i dan Telekomunikasi.
jenis dan kegiatan penggunaan Jasa Eos | |
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner



"NO JENIS' PENERIMAAN
L A AR 11 R L T o
1. | POS

a. Penerbitan  syrat izin
pengusahaan jasa litipan
intra kabupaten, izin
cabang, izin agen,

b.  Penerbitan syrat izin
pengusahaan jasa
titipan, intra kota, Cabang
dan agen.

2. | TELEKOMUNIKAS] -

Izin Usaha Instalasi Kabe]
rumah, gedung didalam

wilayah Kabupaten

Banggai.

Izin Usaha Jasa warung

Telekomunikasi -

a. Jenis Wartel A
( Jumlah KBU diatas
2 kamar)

b. Jenis Wartel B

( Jumlah KBU 1 - 2
kamar )

37

— SATUAN T TARIF(Rp] | KET. i
R Y Gt a0 bR R AL
Per izin 150.000,- Masa berlaku 1
tahun
Per izin 150.000,- Masa berlaku 1
tahun
Per izin 250.000,- Masa berlaku 1
tahun
Pertahun 250.000,-
Pertahun 150.000,-

Dipindai dengan CamScanner




Pasal ¢

Retribust yang terutang dipungyt ¢ Wilayah Kapupaten g
anggai .

o BAR v
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

(1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi spqorp dengan jelas, benar dan lengkap
_ serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atay kuasanya,
2) Bentuk, isi serta tata cq ya.

. '@ pengisian dan penyampai -
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bt?pat)i/_ mpaian SPdORD sebagaimana

BAB iX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1)
ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atay data yang

semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang
terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan r.atribusi  'ak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

EAB Xl
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

tau kurang
mbayar tepat pada waktunya a

?zterasi g]erupa Denda sebesar 2 % (dua persen)
kurang dibayar dan ditagih dengan

2dam hal wajib Retribuci tidak
me_mbayar, dikenakan sanisi admin o
Setiap bulan dari Retribusi yang terutang ata
MeNggunakan STRD.
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Pembayaran Retribysg;

Retribusi yang terytang 9 Narus dilunasi sekg
. . dil . unasi sekalj ]
diterbitkannya SKRD, g Runasngr So?;?]meTaé - Iambatnya 15g(lljii1a belas) hari sejak
i D.

Sud dalam ayat (1) dilakukan oleh

. a A
selanjutnya menyetor ke Kas Dagr:l;:usus Peneimaan Dinas Perhubungan yans

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

Pengeluaran surat tequrg - , e
pelaksanaan pena ihg N/ peringatan / surat Iain yang sejenis sebagai awal

! ginan Retribusj dj . e
jatuh tempo pembayaran keluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejal

S.ejak, jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan /
surat lain yang Seéjenis, wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.

Surat t_egqran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat
yang ditunjuk.

BAB XIV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 16

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.

Fermohonan keberatan sebagaimana ayat (1) disampaikan secara tertulis
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama

6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD . o )
Lalam hal Wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan- retr_!busu Waijib
retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak
tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib
retribusi tertent’u dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dan dipenuhi
iluar kekuasaannya. ' .

Eaerbeg;tl;adzin dtlil(;J:k memenuhi persyaratan sebe}galmag'a dlmakgud aya;c( (2)
dan (3) tidaz dign gap sebagai surat Keberatan,“sehlngga tidak dlpertm”_.tt))an.g :Qﬁ
Pengajuan kebe?atan tidak menunda kewajiban membayar retribusi

pelaksanaan penagihan retribusi.
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BAB Xv

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

Atas kelebihan Pembayaran Retribusi,
permohonan Pe€ngembalian kepada Bupati,

Bupati dalam jangka wakty paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan

retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
memberikan keputusan.
Apabila jangka wakty sebagai
Bupati tidak memberikan keputusan perm
retribusi dianggap dibatalkan dan SKRDLB
paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainn
retribusi sebagaimana dimaksug dalam ayat (1) lang
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 %
(dua persen ) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

wajib  retribusi dapat mengajukan

ya, kelebihan pembayaran
sung diperhitungkan untuk

Pasal 19

Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara {ertulis
kepada Bupati dengan sekurang —'kurangnya menyebutkan :

a. nama dan alamat wajib retribusi ;

b. masa retribusi : .

C. besarnya kelebihan pempayaran ,

d. alasan yang singkat dan jelas. o . ‘
Permohongn pJeng;mlbaIian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara
langs elalui pos tercatat. ) . Ny

Bul?ti u;gn?atr?;g?an oleg pengawas penguji atau bukti pengiriman pos tercatat
Merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
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Pasal 29

(1) Pengambilan kelebihan

(2)

retribusi gj
Membayar kelebihan Retribusiusl dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Apabila kelebiha ' .
laFiJnnya sebagaimna ﬁ:n;ibn?gﬁran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi
dengan cara pemindahbukue?r;J % bada Pasal 18 ayat (4) pembayaran dilakukan
bukti pembayaran. an bukti pemindahbukuan juga berlaky sebagai

BAB XvI
PEMGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

Bupati dapat memberikan Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
Pembebasan, pengurangan atay keringanan retribusi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain
untuk mengangsur.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh
Bupati.

BAB XVII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat _terutangqya r_etribusi, kecuali
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dlbl_dang retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh

apabila :

+ a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;

h. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

pil tertentu dilingkungan Pemeriqtah Qaerih chibig
Wewenang khusus sebagai penyidik_ untuk melakukandpler:])qudbk:;aggdi upnld:ng
dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dlmaksud ala

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pejabat Pegawai Negeri Si
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(2) Wewenang penyidik Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, meéngumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

. sgg:lri‘ﬁ‘a?n?ngan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah g o

: atau bédan nf:r?taﬁan }:’reﬁzngumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
dengan tindak pidang; €naran perbuatan yang dilakukan sehubungan

C. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah :

d. menerima buku — buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah :

€. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,
pencatatan_, dan dokumen - dokumen -serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut :

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah :

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

_h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

l. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi :

menghentikan penyidikan :

K. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan :

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya

Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981 Tentang Hukum Acara Pidana

—_—

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelan'ggaran.
Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah

dan disetor langsung ke Kas Daerah.
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BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraty L
Jasa Pelayanan Pos ran Daerah ipj maka semua ketentuan yang mengatur

an Tele Unikasi
Daerah ini dinyatakan tidak berlakl;oggimkast yang bertentangan dengan Peraturan

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatyr dalam Pe - , ,
- : raturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. SRS ’

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai.

Disahkan di Luwuk
... Padatanggal 20 Oktober 2001
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Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 22 Oktober 2001
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